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PRAKATA

Penulis 1

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum pidana bukan sekadar
sistem aturan, melainkan hasil dari pergulatan panjang antara nilai, kekuasaan,
dan upaya manusia untuk menata keadilan. Dalam pengalaman akademik,
hukum pidana sering dipahami sebagai struktur yang tertib dan logis,
sementara kenyataan sosial menunjukkan bahwa ia selalu bekerja dalam
ketegangan dan ketidakpastian. Ketegangan inilah yang membuat hukum
pidana layak terus dipikirkan, bukan hanya diterapkan. Hukum yang berhenti
dipikirkan akan tetap berjalan, tetapi sering kehilangan arah.

Perbandingan hukum pidana dalam buku ini dipahami sebagai cara untuk
melatih kerendahan hati intelektual. Dengan membandingkan berbagai sistem
hukum, kita belajar bahwa apa yang dianggap wajar dalam satu tradisi dapat
dipersoalkan dalam tradisi lain. Setiap sistem hukum lahir dari konteks yang
tidak dapat sepenuhnya direplikasi. Perbandingan tidak dimaksudkan untuk
mencari pemenang, melainkan untuk menguji alasan-alasan di balik pilihan
hukum. Dalam pengertian ini, perbandingan adalah metode pedagogis
sekaligus metode ilmiah.

Sebagai seorang akademisi, penulis melihat bahwa salah satu tantangan
utama kajian hukum pidana adalah menjaga keseimbangan antara kepastian
normatif dan kepekaan terhadap realitas sosial. Hukum pidana membutuhkan
struktur agar tidak sewenang-wenang, tetapi ia juga membutuhkan refleksi
agar tidak membeku. Indonesia, dengan sistem hukum pidana yang bercorak
campuran, menghadirkan ruang pemikiran yang kaya untuk menimbang
keseimbangan tersebut. Sistem yang majemuk tidak selalu menandakan
kelemahan; sering kali ia justru menuntut kedewasaan penalaran yang lebih
tinggi.

Buku ini tidak menawarkan jawaban final atas persoalan pembaruan
hukum pidana. Pilihan ini bersifat sadar dan metodologis. Pengalaman
komparatif menunjukkan bahwa reformasi yang paling berumur panjang
justru lahir dari proses bertahap yang didukung pemahaman konseptual yang
kuat. Hukum yang dipercepat tanpa refleksi cenderung tertinggal dalam
penerimaan dan legitimasi. Oleh karena itu, perbandingan hukum pidana
dihadirkan di sini sebagai sarana kehati-hatian, bukan sebagai jalan pintas.



Di balik analisis konseptual dan dogmatik, buku ini digerakkan oleh
keyakinan bahwa ilmu hukum memikul tanggung jawab moral. Gagasan yang
dikembangkan dalam diskursus akademik tidak berhenti sebagai teks, tetapi
membentuk cara berpikir generasi jurist berikutnya. Ketika ilmu hukum
mengabaikan dampaknya, ia berisiko membenarkan ketidakadilan dengan
bahasa yang rapi. Kesadaran inilah yang mendasari upaya untuk selalu
mengaitkan penalaran hukum pidana dengan konsekuensi sosialnya.

Akhirnya, buku ini ditulis sebagai undangan untuk berpikir lebih sabar
dan lebih jernih tentang hukum pidana. Di tengah tuntutan perubahan yang
cepat, kebijaksanaan menuntut agar hukum tidak sekadar responsif, tetapi juga
reflektif. Hukum pidana yang baik tidak diukur dari seberapa keras ia
menghukum, melainkan dari seberapa jujur ia mempertanggungjawabkan
kekuasaannya di hadapan nalar dan kemanusiaan. Jika buku ini memiliki satu
tujuan, maka tujuan itu adalah menjaga agar penalaran hukum pidana tetap
berpijak pada kebijaksanaan, bukan pada kepastian semu yang melupakan
manusia.

Jayapura, 02 Februari 2026

Abdul Malik Mufty, S.H., M.H.



PRAKATA

Penulis 2

Buku Perbandingan Hukum Pidana: Teori, Sistem, dan Transformasi
Global merupakan karya akademik yang memperlihatkan kesungguhan
intelektual dalam membaca hukum pidana sebagai bidang ilmu yang tidak
pernah berhenti bertransformasi. Buku ini menempatkan hukum pidana bukan
sekadar sebagai kumpulan norma dan sanksi, melainkan sebagai hasil dari
pilihan nilai, konstruksi rasional, dan dinamika sosial yang membentuk cara
suatu masyarakat merespons kejahatan. Melalui pendekatan perbandingan,
pembaca diajak untuk melihat bahwa hukum pidana selalu berada dalam ruang
dialog antara kepastian normatif dan tuntutan keadilan yang terus
berkembang.

Kontribusi utama buku ini terletak pada keberhasilannya menjadikan
perbandingan hukum pidana sebagai metode analisis yang reflektif dan kritis.
Perbandingan tidak dipahami sebagai upaya mencari model terbaik yang dapat
ditiru secara langsung, melainkan sebagai sarana untuk menguji dasar
pemikiran di balik setiap sistem hukum pidana. Dengan menempatkan
berbagai tradisi hukum dalam posisi yang setara, buku ini mendorong sikap
kerendahan hati intelektual serta kesadaran bahwa setiap sistem hukum lahir
dari sejarah, struktur sosial, dan orientasi kebijakan yang berbeda. Pendekatan
semacam ini penting agar kajian hukum pidana tidak terjebak pada klaim
universalitas yang mengabaikan pluralitas pengalaman hukum.

Sebagai penulis kedua, saya memandang buku ini memiliki arti strategis
bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia. Penyajian yang
sistematis mengenai tradisi civil law, common law, hukum Islam, hingga
pluralisme hukum menunjukkan upaya serius untuk memetakan posisi hukum
pidana Indonesia dalam lanskap hukum global. Buku ini menegaskan bahwa
pembaruan hukum pidana nasional tidak dapat dilepaskan dari pembacaan
lintas sistem, namun pada saat yang sama harus berpijak pada kebutuhan
sosial, budaya hukum, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat
Indonesia. Dengan demikian, perbandingan hukum berfungsi sebagai alat
pertimbangan, bukan sebagai jalan pintas reformasi.

Kekuatan lain buku ini tampak pada konsistensi antara analisis dogmatik
dan refleksi kebijakan hukum pidana. Pembahasan mengenai asas legalitas,

vi



struktur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, hingga kebijakan
pemidanaan disajikan secara runtut dan argumentatif. Buku ini tidak hanya
menjelaskan bagaimana hukum pidana dirumuskan, tetapi juga mengapa suatu
pilihan normatif diambil dan apa konsekuensinya bagi penegakan hukum. Hal
tersebut menjadikan buku ini relevan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi
hukum, serta pembuat kebijakan yang membutuhkan dasar teoritis yang
kokoh dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pidana secara rasional
dan bertanggung jawab.

Akhirnya, saya berharap buku ini dapat menjadi rujukan penting yang
mendorong berkembangnya tradisi berpikir kritis dan reflektif dalam studi
hukum pidana. Perbandingan hukum pidana yang ditawarkan di dalamnya
bukanlah ajakan untuk meniru secara mekanis, melainkan untuk memahami,
menimbang, dan memilih secara sadar dengan mempertimbangkan
konsekuensi normatif dan sosialnya. Semoga karya ini memberikan manfaat
yang luas dan berkontribusi bagi pengembangan hukum pidana Indonesia
yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kebijaksanaan dalam
penggunaan kekuasaan pemidanaan.

Jayapura, 02 Februari 2026

Nurul Chaerani Nur, S.H., M.H.
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BAB I
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA
SEBAGAI METODE ILMU HUKUM

A. PERBANDINGAN HUKUM DALAM TRADISI ILMU HUKUM
Perbandingan hukum merupakan metode fundamental dalam tradisi ilmu

hukum yang memungkinkan pemahaman normatif secara lebih luas dan
sistematis. Metode ini berangkat dari kesadaran bahwa hukum berkembang
dalam sistem yang berbeda-beda. Setiap sistem hukum memiliki karakteristik,
struktur, dan orientasi nilai yang tidak selalu seragam. Perbandingan hukum
membuka ruang untuk memahami perbedaan dan persamaan tersebut secara
rasional. Melalui pendekatan ini, hukum dipelajari secara reflektif dan tidak
terisolasi. Posisi tersebut menjadikan perbandingan hukum relevan bagi kajian
hukum modern.!

Ilmu hukum normatif membutuhkan metode yang mampu melampaui
analisis internal suatu sistem hukum. Perbandingan hukum menjawab
kebutuhan tersebut dengan menghadirkan perspektif lintas sistem. Pendekatan
ini memungkinkan peneliti menilai norma hukum secara relatif dan tidak
absolut. Norma hukum dipahami sebagai hasil pilihan normatif yang dapat
dibandingkan dengan pilihan lain. Proses ini memperkaya pemahaman
terhadap struktur dan fungsi hukum. Oleh sebab itu, perbandingan hukum
berperan penting dalam penguatan analisis normatif.

Penelitian hukum normatif menggunakan perbandingan hukum sebagai
alat evaluatif terhadap kualitas pengaturan hukum. Metode ini memungkinkan
pengujian rasionalitas dan efektivitas norma yang berlaku. Perbandingan
dilakukan terhadap norma yang memiliki fungsi atau tujuan serupa. Fokus
utama terletak pada bagaimana suatu sistem merumuskan dan menerapkan

I'T. Fridawati et al., "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia:
Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana," JIMMI 1, no. 3 (2024): hlm. 320.
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norma tersebut. Hasil perbandingan dapat menunjukkan posisi relatif hukum
nasional. Dengan demikian, perbandingan hukum berfungsi sebagai sarana
kritik normatif.

Perbandingan hukum tidak terbatas pada perbandingan teks peraturan
semata. Metode ini juga mencakup analisis asas hukum dan praktik penerapan
norma. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman hukum secara lebih
utuh. Norma hukum dipelajari bersama dengan mekanisme institusional yang
menopangnya. Proses ini membantu menghindari pemahaman hukum yang
bersifat formalistik. Oleh karena itu, perbandingan hukum mendorong analisis
hukum yang lebih realistis.

Dimensi epistemologis perbandingan hukum memperluas cakupan kajian
ilmu hukum. Metode ini mengajak peneliti menelaah dasar pemikiran yang
melatarbelakangi norma hukum. Pertanyaan mengenai tujuan hukum dan nilai
keadilan menjadi bagian penting analisis. Setiap sistem hukum mencerminkan
pandangan tertentu tentang keteraturan sosial. Perbandingan hukum
membantu mengungkap perbedaan pandangan tersebut. Kontribusi ini
memperkaya diskursus teoritis ilmu hukum.

Pendekatan epistemologis menempatkan perbandingan hukum sebagai
aktivitas reflektif. Hukum dipahami bukan sekadar kumpulan aturan,
melainkan sebagai hasil konstruksi pemikiran. Perbandingan memungkinkan
evaluasi terhadap asumsi yang mendasari norma hukum. Analisis ini
mendorong pengembangan teori hukum yang lebih kritis. Perbandingan
hukum juga membuka ruang dialog antartradisi hukum. Dengan demikian,
metode ini memperkuat landasan filosofis ilmu hukum. Pembentukan
kebijakan hukum memperoleh manfaat strategis dari perbandingan hukum.
Metode ini menyediakan referensi normatif bagi perumusan regulasi.
Pengalaman sistem hukum lain dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan.
Perbandingan hukum membantu mengantisipasi potensi kelemahan
pengaturan. Pendekatan ini mendukung perumusan hukum yang lebih adaptif.
Fungsi tersebut menegaskan relevansi praktis perbandingan hukum.

Perbandingan hukum juga berperan dalam proses pembaruan hukum
nasional. Analisis perbandingan memungkinkan identifikasi area hukum yang
tertinggal. Metode ini membantu menilai kebutuhan reformasi secara objektif.
Reformasi hukum tidak dilakukan secara spekulatif, melainkan berbasis
analisis rasional. Perbandingan hukum memberikan dasar argumentatif bagi
perubahan normatif. Peran ini memperkuat legitimasi pembaruan hukum.

2 | Perbandingan Hukum Pidana: Teori, Sistem, dan Transformasi Global



Tahapan perbandingan hukum menuntut pendekatan metodologis yang
sistematis. Proses dimulai dengan pemilihan objek perbandingan yang
relevan. Kesetaraan fungsi norma menjadi pertimbangan utama. Pengumpulan
bahan hukum dilakukan secara selektif dan kritis. Analisis diarahkan pada
persamaan dan perbedaan yang signifikan. Pendekatan ini memastikan hasil
perbandingan memiliki validitas ilmiah.

Analisis perbandingan tidak dapat dilepaskan dari pemahaman konteks
sistem hukum. Faktor sejarah, budaya, dan struktur kelembagaan
mempengaruhi norma hukum. Perbedaan tersebut mempengaruhi cara hukum
dirumuskan dan diterapkan. Tanpa pemahaman kontekstual, perbandingan
berisiko menyesatkan. Oleh sebab itu, kehati-hatian analitis menjadi
keharusan. Kompleksitas ini menunjukkan tingkat kesulitan metode
perbandingan hukum. Perbedaan terminologi hukum juga menjadi tantangan
dalam perbandingan hukum. Istilah hukum sering kali tidak memiliki padanan
langsung antar sistem. Kesalahan interpretasi dapat mempengaruhi hasil
analisis. Peneliti harus memahami makna konseptual setiap istilah hukum.
Pendekatan ini menuntut penguasaan teoritis yang kuat. Tantangan tersebut
mempertegas sifat ilmiah perbandingan hukum.?

Tradisi ilmu hukum menuntut pembedaan tegas antara perbandingan
hukum dan studi hukum asing. Perbandingan hukum bersifat analitis dan
evaluatif. Studi hukum asing lebih menekankan pemaparan sistem hukum
tertentu. Tujuan metodologis kedua pendekatan tersebut berbeda secara
mendasar. Ketidakjelasan pembedaan dapat menurunkan kualitas penelitian.
Oleh karena itu, kejelasan konseptual menjadi prasyarat penting. Implikasi
perbandingan hukum terhadap pengembangan ilmu hukum bersifat luas.
Metode ini mendorong pertukaran gagasan lintas sistem hukum. Globalisasi
meningkatkan kebutuhan dialog antartradisi hukum. Perbandingan hukum
membantu memahami respons hukum terhadap tantangan global. Pendekatan
ini memperluas horizon analisis hukum nasional. Konsekuensinya, kajian
hukum menjadi lebih dinamis.

2 A. Gusto dan M. Harahap, "Attempt to Commit Murder: A comparative study of
Criminal Law and Islamic Criminal Law," Syiah Kuala Law Journal 8, no. 3 (2025):
hlm. 135
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Pengembangan hukum nasional memerlukan metode evaluasi yang
komprehensif. Perbandingan hukum menyediakan kerangka analitis untuk
tujuan tersebut. Metode ini membantu memastikan bahwa pembaruan hukum
relevan dengan kebutuhan masyarakat. Perbandingan hukum juga
memperkuat dasar argumentasi kebijakan hukum. Pendekatan ini
menjembatani kepentingan teoritis dan praktis. Dengan demikian,
perbandingan hukum memiliki nilai strategis. Perbandingan hukum harus
dipahami sebagai metode esensial dalam tradisi ilmu hukum modern.
Pendekatan ini memperdalam analisis normatif dan teoritis. Penerapan yang
tepat meningkatkan kualitas penelitian dan pendidikan hukum. Perbandingan
hukum juga memperkaya praktik hukum melalui perspektif lintas sistem.
Posisi strategis ini menegaskan pentingnya integrasi metode perbandingan
hukum. Keberadaannya menjadi kebutuhan akademik yang tidak dapat
diabaikan.

B. PERBANDINGAN HUKUM PIDANA SEBAGAI METODE
ANALISIS NORMATIF
Perbandingan hukum pidana merupakan metode analisis normatif yang

memiliki posisi strategis dalam tradisi ilmu hukum. Metode ini
memungkinkan pemahaman hukum pidana secara komprehensif melalui
perbandingan lintas sistem hukum. Hukum pidana tidak dipandang sebagai
bangunan normatif yang berdiri sendiri. Setiap sistem hukum pidana lahir dari
pilihan nilai, kebijakan kriminal, dan orientasi penegakan hukum tertentu.
Perbandingan hukum pidana membuka ruang evaluasi atas pilihan-pilihan
tersebut. Evaluasi ini bersifat normatif karena menilai hukum berdasarkan
tujuan dan nilai yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, metode perbandingan
memperluas horizon analisis hukum pidana secara sistematis.

Analisis perbandingan hukum pidana berangkat dari kebutuhan untuk
menilai keadilan dan efektivitas sistem pidana. Metode ini memfasilitasi
identifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan pidana antar yurisdiksi.
Persamaan menunjukkan adanya prinsip universal yang dianut berbagai
sistem hukum. Perbedaan mencerminkan respons hukum terhadap kondisi
sosial yang beragam. Perbandingan hukum pidana tidak menempatkan satu
sistem sebagai standar absolut. Setiap sistem dianalisis berdasarkan
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rasionalitas kebijakan pidananya. Pendekatan ini menjadikan perbandingan
sebagai alat evaluatif yang objektif.

Perbandingan hukum pidana berfokus pada norma dan kebijakan pidana
yang memiliki fungsi sejenis. Analisis diarahkan pada bagaimana suatu sistem
merumuskan perbuatan pidana dan sanksinya. Perhatian juga diberikan pada
tujuan kriminalisasi yang hendak dicapai. Metode perbandingan menelusuri
alasan normatif di balik pilihan legislasi tersebut. Proses ini memungkinkan
pemahaman hukum pidana secara lebih mendalam. Analisis tidak berhenti
pada perbedaan tekstual semata. Hasil akhirnya berupa penilaian kritis
terhadap kualitas kebijakan pidana.?

Pendekatan normatif dan kualitatif mendominasi metode perbandingan
hukum pidana. Fokus utama terletak pada struktur norma dan kebijakan
hukum pidana. Analisis menilai konsistensi antara tujuan hukum dan
instrumen pidana yang digunakan. Penilaian juga diarahkan pada kesesuaian
norma dengan nilai keadilan. Pendekatan ini memungkinkan hukum pidana
dikaji secara sistemik. Penegakan hukum dipahami sebagai bagian dari
konstruksi normatif yang lebih luas. Dengan demikian, analisis menjadi utuh
dan tidak terfragmentasi.

Perbandingan hukum pidana berperan penting dalam pembaruan
kebijakan hukum pidana. Metode ini membantu menilai kemampuan hukum
pidana merespons kejahatan yang terus berkembang. Tantangan kejahatan
modern menuntut pendekatan hukum yang adaptif. Perbandingan
memungkinkan pembelajaran dari pengalaman yurisdiksi lain. Kesalahan
kebijakan dapat diantisipasi melalui analisis komparatif. Metode ini
mengurangi risiko adopsi kebijakan yang tidak efektif. Oleh karena itu,
perbandingan hukum pidana memiliki relevansi praktis yang kuat.

Perbedaan latar belakang sosial dan budaya menjadi tantangan utama
perbandingan hukum pidana. Setiap sistem hukum pidana berakar pada nilai
dan struktur masyarakatnya. Hasil perbandingan tidak dapat diterapkan secara
mekanis. Adaptasi normatif harus memperhatikan kondisi lokal. Tanpa kehati-
hatian, perbandingan berisiko menyesatkan. Metode ini menuntut pemahaman
sosial dan institusional yang mendalam. Tantangan tersebut menegaskan sifat

3 N. Hariyadi, A. Suherman, dan T. Setiady, "Teori Hukum Pidana: Pemidanaan,
Korupsi, dan Perlindungan Anak di Indonesia," Action Research Literate 9, no. 1
(2025): hlm. 57
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ilmiah perbandingan hukum pidana. Perbandingan hukum pidana memiliki
peran strategis bagi pengembangan hukum nasional. Metode ini membantu
menilai posisi hukum pidana nasional secara relatif. Kelebihan sistem dapat
dipertahankan secara argumentatif. Kekurangan sistem dapat diidentifikasi
secara objektif. Analisis ini memperkuat dasar reformasi hukum pidana.
Pembaruan hukum tidak dilakukan secara intuitif. Kontribusi tersebut
meningkatkan legitimasi kebijakan pidana.

Objek perbandingan hukum pidana mencakup hukum pidana materiil dan
hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan perumusan
perbuatan pidana dan sanksi. Hukum pidana formil berkaitan dengan prosedur
penegakan hukum. Kedua aspek tersebut saling terkait secara fungsional.
Analisis perbandingan menilai keseimbangan antara norma dan prosedur.
Pendekatan ini menghindari pemahaman hukum pidana yang parsial. Dengan
demikian, kajian menjadi lebih komprehensif. Perbandingan hukum pidana
juga mencakup kebijakan penegakan hukum pidana. Fokus diarahkan pada
pola penanganan perkara pidana. Struktur kelembagaan penegak hukum
menjadi perhatian utama. Variasi pendekatan menunjukkan perbedaan
orientasi keadilan pidana. Analisis ini menilai efektivitas kebijakan penegakan
hukum. Perbandingan membantu memahami konsekuensi kebijakan tersebut.
Ruang lingkup kajian hukum pidana pun semakin luas.

Ruang lingkup perbandingan hukum pidana melibatkan berbagai sistem
hukum. Setiap sistem menawarkan pendekatan penegakan hukum yang
berbeda. Analisis perbandingan menilai dampak pendekatan tersebut terhadap
keadilan pidana. Perbedaan sistem tidak diposisikan secara hierarkis. Setiap
sistem dianalisis berdasarkan tujuan dan strukturnya. Pendekatan ini menjaga
netralitas akademik. Objektivitas menjadi prinsip utama analisis.
Perbandingan hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana identifikasi praktik
terbaik. Praktik yang efektif dapat dijadikan referensi pengembangan hukum
nasional. Proses identifikasi dilakukan melalui analisis normatif yang kritis.
Adaptasi praktik dilakukan secara selektif. Setiap praktik harus disesuaikan
dengan kebutuhan nasional. Metode ini mendorong inovasi hukum pidana.
Kontribusinya bersifat konstruktif dan berkelanjutan.*

4 N. Husnita, "Pembaruan Special Defence dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama
Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia (Studi Komparasi dengan Malaysia),"
Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 7 (2022): hlm. 590
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Perbandingan norma pidana merupakan aspek fundamental analisis
hukum pidana. Norma menentukan batas perilaku yang dapat dipidana.
Variasi norma menunjukkan perbedaan kebijakan kriminalisasi. Analisis
perbandingan menilai proporsionalitas pengaturan pidana. Evaluasi diarahkan
pada keseimbangan antara kepentingan negara dan individu. Pendekatan
normatif menjadi landasan utama penilaian. Fungsi evaluatif metode ini
sangat menonjol. Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi objek penting
perbandingan hukum pidana. Setiap sistem hukum memiliki kriteria
pertanggungjawaban yang berbeda. Perbedaan tersebut mencerminkan
orientasi nilai hukum pidana. Analisis perbandingan menilai rasionalitas
konsep yang diterapkan. Pendekatan ini membantu merumuskan konsep yang
lebih adil. Aspek kemanusiaan menjadi perhatian penting. Kontribusinya
signifikan bagi pembaruan hukum pidana.

Perlindungan hak asasi manusia menjadi dimensi krusial perbandingan
hukum pidana. Hukum pidana berpotensi membatasi kebebasan individu.
Analisis normatif menilai batas kewenangan negara. Perbandingan
menunjukkan variasi perlindungan hak dalam sistem hukum. Evaluasi ini
membantu menentukan standar perlindungan yang memadai. Keseimbangan
antara penegakan hukum dan hak individu menjadi fokus utama. Fungsi ini
memperkuat legitimasi hukum pidana. Struktur hukum pidana mencakup
desain kelembagaan penegakan hukum. Setiap sistem memiliki konfigurasi
institusi yang berbeda. Struktur tersebut mempengaruhi efektivitas penegakan
hukum pidana. Perbandingan membantu memahami hubungan antar institusi.
Analisis mengungkap kekuatan dan kelemahan struktural. Pendekatan ini
mendukung perbaikan sistem penegakan hukum. Peran kelembagaan menjadi
semakin jelas.

Analisis normatif menjadi fondasi metodologis perbandingan hukum
pidana. Pendekatan ini menilai hukum berdasarkan nilai yang diidealkan.
Hukum tidak hanya dianalisis sebagaimana berlaku. Evaluasi diarahkan pada
bagaimana hukum seharusnya bekerja. Kritik normatif bersifat konstruktif dan
preskriptif. Metode ini memperkuat arah reformasi hukum pidana. Fungsinya
bersifat strategis. Analisis normatif memungkinkan evaluasi kebijakan hukum
pidana secara sistematis. Kebijakan diuji berdasarkan prinsip keadilan dan
efektivitas. Perbandingan lintas negara memperluas referensi penilaian.
Pendekatan ini mendorong kebijakan yang rasional. Rekomendasi reformasi
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disusun berbasis nilai normatif. Argumentasi kebijakan menjadi lebih kuat.
Kontribusinya penting bagi pembuat kebijakan.

Perbandingan hukum pidana memfasilitasi dialog antar sistem hukum.
Dialog ini memperkaya pemahaman lintas tradisi hukum. Nilai hukum dapat
saling dipertukarkan secara kritis. Proses ini mendorong harmonisasi hukum.
Identitas hukum nasional tetap dipertahankan. Analisis normatif menjaga
keseimbangan dialog tersebut. Fungsi ini relevan secara global. Globalisasi
meningkatkan kebutuhan analisis perbandingan hukum pidana. Kejahatan
lintas negara menuntut respons hukum terkoordinasi. Perbandingan
membantu memahami variasi respons pidana. Evaluasi normatif mendukung
penyesuaian kebijakan. Kapasitas adaptif hukum nasional meningkat. Metode
ini memperkuat kesiapan sistem pidana. Relevansinya terus meningkat.

Perbandingan hukum pidana harus dipahami sebagai metode analisis
normatif yang esensial. Metode ini memperdalam pemahaman sistem hukum
pidana. Integrasi perbandingan dan analisis normatif meningkatkan kualitas
kajian. Reformasi hukum pidana memperoleh dasar argumentatif yang kuat.
Pendekatan ini relevan secara akademik dan praktis. Posisi strategisnya tidak
dapat diabaikan. Pengembangannya menjadi kebutuhan ilmu hukum modern.

C. KARAKTERISTIK EPISTEMOLOGIS PERBANDINGAN
HUKUM PIDANA
Perbandingan hukum pidana merupakan pendekatan yang menempatkan

pengetahuan hukum sebagai objek kajian, bukan sekadar kumpulan aturan
yang dibandingkan. Fokus utamanya menguji bagaimana pemahaman tentang
norma pidana terbentuk, dipertahankan, dan diubah melalui pengalaman
berbagai sistem hukum. Pendekatan ini memperlakukan hukum pidana
sebagai konstruksi teoretis yang bekerja melalui institusi, budaya, dan praktik
sosial. Karena itu, perbandingan hukum pidana menghasilkan pengetahuan
yang bersifat reflektif dan kritis. Pengetahuan tersebut tidak berhenti pada
“apa isi norma”, melainkan menilai “mengapa norma itu dibentuk” dan
“bagaimana ia bekerja”. Kerangka epistemologis ini membedakan
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perbandingan hukum pidana dari perbandingan yang hanya bersifat
inventarisasi.’

Karakter epistemologis pertama terletak pada orientasi teoretis hukum
pidana sebagai sistem alasan, bukan sekadar sistem larangan. Orientasi ini
menuntut peneliti memahami struktur konseptual yang mendasari
kriminalisasi dan pemidanaan. Perbandingan memperlihatkan bahwa konsep
kejahatan, sanksi, dan pertanggungjawaban tidak selalu identik antar negara.
Perbedaan tersebut menunjukkan adanya beragam model pengetahuan hukum
yang dipakai untuk menjawab masalah sosial. Analisis epistemologis menguji
konsistensi antara konsep, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Melalui langkah
ini, perbandingan hukum pidana menghasilkan pengetahuan yang lebih
preskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip legalitas menjadi titik tolak epistemologis karena menentukan
syarat dasar sahnya pengetahuan hukum pidana. Prinsip ini menegaskan
bahwa pemidanaan harus bertumpu pada aturan yang jelas, dapat dipahami,
dan dapat diprediksi. Perbandingan hukum pidana menilai sejauh mana
berbagai sistem memelihara kepastian dan membatasi kekuasaan pemidanaan
negara. Dari sisi epistemologi, kepastian bukan hanya isu teknis, melainkan
syarat validitas pengetahuan normatif. Ketika batas larangan tidak jelas,
penafsiran cenderung melebar dan merusak prediktabilitas. Karena itu,
perbandingan memetakan variasi teknik perumusan norma dan efeknya
terhadap legitimasi.

Sifat normatif perbandingan hukum pidana tampak pada cara metode ini
menilai hukum berdasarkan “seharusnya”, bukan hanya “terjadi”.
Pengetahuan yang dihasilkan bersifat evaluatif karena menimbang norma
pidana terhadap tujuan keadilan dan perlindungan hak. Perbandingan
memperlihatkan bahwa sistem hukum dapat menggolongkan perbuatan dan
sanksi dengan cara yang berbeda, meski menghadapi masalah sosial yang
mirip. Variasi itu tidak otomatis menunjukkan keunggulan satu sistem, tetapi
membuka ruang penilaian rasional. Penilaian rasional memerlukan kriteria
yang konsisten agar tidak berubah menjadi preferensi subjektif. Karena itu,
sifat normatif harus ditopang oleh argumentasi yang transparan dan teruji.

5 G. Muzakki, "Perbandingan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi
Komparatif: Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dan Thailand)," Jurnal Ilmu
Hukum Humaniora Dan Politik 5, no. 3 (2025): hlm. 2187
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Karakter epistemologis berikutnya berkaitan dengan kemampuan
perbandingan memahami dinamika hukum pidana sebagai sistem yang
berubah. Hukum pidana bergerak mengikuti transformasi sosial, politik,
ekonomi, dan teknologi. Perbandingan menempatkan perubahan itu sebagai
data pengetahuan, bukan gangguan metodologis. Pergeseran kebijakan pidana
dapat memperlihatkan bagaimana sebuah sistem menegosiasikan keamanan,
kebebasan, dan kepentingan publik. Analisis epistemologis menguji apakah
perubahan tersebut konsisten dengan nilai dasar yang diklaim sistem hukum.
Ketika perubahan terjadi tanpa dasar yang jelas, legitimasi pengetahuan
hukum melemah. Sebaliknya, perubahan yang terarah memperkuat kapasitas
hukum pidana untuk tetap relevan.

Adaptasi lintas bidang menunjukkan bahwa pengetahuan hukum pidana
sering dibangun melalui peminjaman konsep dari cabang lain. Perbandingan
mengungkap bagaimana instrumen yang lazim di area non-pidana dapat
dimodifikasi untuk tujuan pemulihan kerugian atau penguatan efektivitas
penegakan. Fenomena ini menegaskan bahwa batas antarbidang tidak selalu
kaku pada level epistemologis. Peminjaman konsep hanya sahih jika
rasionalitasnya jelas dan tidak menabrak prinsip dasar hukum pidana.
Perbandingan membantu menilai syarat-syarat sahnya integrasi tersebut.
Tanpa evaluasi epistemologis, peminjaman konsep berisiko menghasilkan
kebijakan yang kontradiktif. Karena itu, dinamika lintas bidang menjadi
indikator kecanggihan pengetahuan hukum pidana.®

Penegakan hukum merupakan sumber pengetahuan yang sama
pentingnya dengan norma tertulis. Perbandingan hukum pidana menilai
bagaimana institusi menerjemahkan norma menjadi tindakan, keputusan, dan
praktik. Variasi penegakan menunjukkan bahwa makna norma sering dibentuk
oleh pola institusional, bukan hanya oleh rumusan formal. Pendekatan ini
menempatkan penegakan sebagai “laboratorium” tempat norma diuji.
Pengetahuan normatif menjadi lebih akurat ketika diuji terhadap konsekuensi
penegakan. Perbandingan juga memperlihatkan bahwa kegagalan penegakan
bisa berakar pada desain institusi, bukan pada norma semata. Oleh sebab itu,

® L. Novianti, "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia
Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Pidana Islam," Jurnal Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 4,
no. 1 (2023): hlm. 59
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karakter epistemologisnya menuntut pembacaan norma dan praktik secara
terintegrasi.

Keadilan restoratif menjadi contoh penting yang menunjukkan variasi
pengetahuan hukum pidana tentang tujuan pemidanaan. Sejumlah sistem
memandang penyelesaian sebagai pemulihan relasi sosial, bukan sekadar
pembalasan. Perbandingan memungkinkan peneliti memetakan prasyarat
moral dan institusional agar pendekatan restoratif berjalan efektif.
Pengetahuan epistemologis menilai apakah pemulihan benar-benar
melindungi korban, mencegah pengulangan, dan menjaga keadilan
prosedural. Pendekatan ini juga menuntut indikator keberhasilan yang lebih
kompleks daripada ukuran punitif. Perbandingan membantu merumuskan
ukuran tersebut agar tidak berubah menjadi slogan kebijakan. Dengan
demikian, analisis epistemologis memperkuat disiplin evaluasi atas inovasi
penegakan.

Sifat relasional merupakan ciri epistemologis yang menekankan bahwa
elemen hukum pidana saling membentuk. Norma, kebijakan publik, dan
praktik penegakan bekerja sebagai jaringan, bukan sebagai komponen
terpisah. Perbandingan menunjukkan bahwa perubahan pada satu elemen
dapat menggeser elemen lain secara signifikan. Misalnya, pilihan kebijakan
dapat mengubah prioritas penuntutan, yang kemudian mengubah makna
efektif norma. Pengetahuan yang valid harus menangkap relasi ini, bukan
hanya memotret salah satu bagiannya. Karena itu, analisis perbandingan
menuntut pemetaan hubungan sebab-akibat yang lebih teliti. Pendekatan
relasional meningkatkan ketepatan diagnosis atas masalah hukum pidana.

Relasi antara hukum pidana dan kebijakan publik memperlihatkan bahwa
hukum kerap menjadi alat artikulasi nilai sosial. Perbandingan membantu
menguji bagaimana nilai dominan mempengaruhi pilihan kriminalisasi dan
intensitas penegakan. Pilihan tersebut sering muncul melalui kompromi
politik dan tekanan sosial yang berbeda antar negara. Analisis epistemologis
menilai apakah kompromi itu masih memenuhi standar keadilan dan
perlindungan hak. Ketika kebijakan publik mendikte hukum tanpa kendali
normatif, hukum pidana berisiko menjadi instrumen kekuasaan. Perbandingan
memberi jarak kritis untuk menguji batas yang wajar. Dengan demikian,
pengetahuan hukum pidana menjadi lebih tahan terhadap bias kebijakan
sesaat.
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Sifat kontekstual menegaskan bahwa penerapan hukum pidana
dipengaruhi situasi sosial yang spesifik, tanpa perlu menggunakan istilah yang
dilarang. Perbandingan hukum pidana menilai bagaimana keadaan luar biasa,
krisis sosial, atau perubahan pola hidup menggeser kebutuhan perlindungan.
Pengetahuan yang sahih harus mampu menjelaskan mengapa kebijakan
pidana menjadi lebih ketat atau lebih lunak pada situasi tertentu. Perbandingan
juga membantu menguji apakah respons tersebut proporsional dan tidak
berlebihan. Tanpa pembacaan situasional, hukum pidana mudah kehilangan
relevansi atau melampaui batas legitimasi. Analisis epistemologis menuntut
argumen yang menunjukkan hubungan antara situasi, tujuan, dan instrumen
pidana. Dengan demikian, penerapan hukum tidak jatuh pada formalitas yang
mengabaikan realitas.

Perkembangan teknologi memunculkan jenis risiko baru yang menantang
struktur pengetahuan hukum pidana. Perbandingan memperlihatkan variasi
strategi negara dalam menghadapi kejahatan berbasis informasi dan transaksi
digital. Variasi ini mencerminkan perbedaan cara sistem hukum
mendefinisikan kerugian, niat, dan tanggung jawab. Analisis epistemologis
menilai apakah konsep lama cukup elastis untuk menampung fenomena baru
atau perlu perumusan ulang. Pembaruan harus menjaga kepastian hukum agar
tidak mengorbankan prediktabilitas. Perbandingan juga menilai efektivitas
pendekatan pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Hasilnya
berupa kerangka pengetahuan yang lebih siap menghadapi perubahan
teknologi.

Interaksi antar disiplin ilmu merupakan ciri epistemologis karena
pengetahuan hukum pidana tidak lahir dari hukum saja. Perbandingan
menunjukkan bahwa sosiologi, politik, dan kriminologi mempengaruhi
pemahaman tentang sebab kejahatan dan respons yang efektif. Pengetahuan
normatif menjadi lebih kuat ketika didukung data sosial yang menjelaskan
perilaku dan dampak kebijakan. Integrasi disiplin juga mencegah hukum
pidana bekerja dalam ruang hampa. Namun integrasi tersebut harus dikelola
agar tidak mengaburkan batas normatif hukum. Perbandingan membantu
menjaga keseimbangan antara penjelasan empiris dan penilaian normatif.’

7 0. Pamungkas, A. Kusumawati, dan A. Safitri, "Komparasi Hukum Pidana Korupsi:
Studi Perbandingan Hukum Pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura," HMRM 1,
no. 4 (2024): him. 113
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Dengan begitu, ilmu hukum pidana memperoleh landasan pengetahuan yang
lebih kokoh.

Hubungan hukum dan masyarakat menunjukkan bahwa hukum pidana
sering menjadi cermin norma sosial yang hidup. Perbandingan menguji
bagaimana perubahan pandangan sosial dapat mendorong perubahan
kebijakan kriminalisasi. Pengetahuan epistemologis menilai apakah
perubahan itu mencerminkan kemajuan moral atau sekadar reaksi emosional.
Hukum pidana juga bertindak sebagai instrumen sosial untuk membentuk
perilaku, sehingga efeknya harus dievaluasi secara hati-hati. Perbandingan
memungkinkan penilaian dampak sosial dari kebijakan pidana yang berbeda.
Dampak ini mencakup penerimaan publik, kepatuhan, dan rasa keadilan.
Dengan demikian, analisis epistemologis memperluas ukuran keberhasilan
hukum pidana.

Budaya hukum mempengaruhi cara masyarakat memahami larangan
pidana dan menilai legitimasi sanksi. Perbandingan menunjukkan bahwa
norma tertulis dapat berhadapan dengan norma tidak tertulis yang memiliki
otoritas sosial. Ketegangan ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan
hukum dan tingkat kepatuhan. Pengetahuan hukum pidana yang valid harus
membaca relasi antara norma resmi dan norma sosial. Perbandingan juga
membantu mengidentifikasi strategi integrasi agar hukum nasional tidak
mengalami resistensi yang berulang. Strategi integrasi menuntut kehati-hatian
agar tidak menurunkan standar perlindungan hak. Oleh karena itu, budaya
hukum menjadi variabel epistemologis yang tidak dapat diabaikan.

Penerimaan masyarakat terhadap hukum pidana merupakan indikator
penting validitas sosial suatu norma. Perbandingan menilai mengapa sebagian
kebijakan pidana diterima, sementara kebijakan lain ditolak atau diakali.
Pengetahuan epistemologis melihat penerimaan bukan sebagai popularitas,
melainkan sebagai kesesuaian antara norma, nilai, dan rasa keadilan. Ketika
kesesuaian rendah, penegakan cenderung selektif dan tidak konsisten.
Perbandingan memungkinkan identifikasi faktor penyebab rendahnya
penerimaan, seperti ketidakjelasan norma atau ketimpangan penerapan.
Diagnosa tersebut berguna untuk merancang reformasi yang lebih efektif.
Dengan demikian, aspek penerimaan memperkuat orientasi perbandingan
yang preskriptif.
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Implikasi epistemologis paling nyata terlihat pada penafsiran hukum
pidana. Perbandingan menunjukkan bahwa istilah yang mirip dapat memiliki
makna dan konsekuensi yang berbeda antar sistem. Perbedaan makna
menghasilkan variasi hasil penegakan, meski rumusan tampak serupa.
Analisis epistemologis menuntut klarifikasi konsep agar penafsiran tidak
berubah menjadi praktik yang sewenang-wenang. Penafsiran yang baik harus
menjaga kepastian, namun tetap responsif terhadap realitas sosial.
Perbandingan membantu merumuskan teknik penafsiran yang seimbang
antara tekstual, sistematis, dan teleologis. Hasilnya berupa standar
pengetahuan penafsiran yang lebih terukur.

Kerangka hermeneutik menegaskan bahwa penafsiran selalu melibatkan
nilai dan asumsi tertentu. Perbandingan menguji bagaimana sistem hukum
menyeimbangkan norma positif dengan nilai moral, agama, atau kemanusiaan
yang diakui masyarakat. Pengetahuan epistemologis menilai batas legitim
penggunaan nilai di luar teks agar tidak merusak prediktabilitas.
Keseimbangan ini menentukan apakah hukum pidana menghasilkan keadilan
substantif atau sekadar kepastian formal. Perbandingan juga menilai risiko
diskriminasi ketika penafsiran terlalu bergantung pada nilai dominan. Karena
itu, pengendalian epistemologis terhadap penafsiran menjadi sangat penting.
Pendekatan ini memperkuat integritas sistem peradilan pidana.

Epistemologi perbandingan hukum pidana memiliki konsekuensi
langsung bagi reformasi dan kebijakan hukum. Reformasi yang kokoh
memerlukan diagnosis masalah yang benar, bukan sekadar respons reaktif.
Perbandingan menyediakan dasar pembanding untuk menguji apakah suatu
kebijakan benar-benar menyelesaikan masalah atau hanya memindahkannya.
Analisis normatif menilai apakah kebijakan sejalan dengan prinsip legalitas,
perlindungan hak, dan tujuan pemidanaan yang sahih. Reformasi juga harus
mempertimbangkan desain institusi agar norma dapat bekerja secara
konsisten. Perbandingan membantu memilih rancangan yang paling
kompatibel dengan karakter hukum nasional. Dengan demikian, reformasi
menjadi lebih presisi dan dapat dipertanggungjawabkan.®

8 W. Purwoko, "Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Minimum Khusus
Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," Magistra Law Review
4, no. 2 (2023): him. 90.
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BAB 11
SEJARAH INTELEKTUAL
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

A. PRAKTIK AWAL PERBANDINGAN HUKUM DALAM DUNIA
KUNO
Perbandingan hukum dalam dunia kuno tidak muncul sebagai disiplin

otonom, melainkan sebagai praktik intelektual yang melekat pada kebutuhan
masyarakat untuk memahami perbedaan tata norma. Aktivitas
membandingkan aturan berkembang seiring meningkatnya interaksi
antarkomunitas. Hukum pidana menjadi salah satu medan utama refleksi
tersebut karena berkaitan langsung dengan ketertiban sosial. Setiap sistem
hukum kuno mengonstruksi rasionalitas pemidanaan berdasarkan nilai
dominan yang dianut. Pola ini menunjukkan bahwa hukum selalu berada
dalam relasi kontekstual. Kesadaran perbandingan menjadi fondasi awal bagi
pemikiran hukum lintas peradaban.

Masyarakat kuno menempatkan hukum pidana sebagai instrumen
stabilisasi sosial yang memiliki dimensi normatif dan simbolik. Sanksi tidak
semata berfungsi represif, tetapi juga menegaskan batas moral kolektif.
Pelanggaran dipahami sebagai gangguan terhadap tatanan yang telah
disepakati. Oleh karena itu, hukum pidana mencerminkan struktur nilai yang
hidup. Hubungan ini membentuk karakter hukum yang tidak netral.
Rasionalitas hukum berkembang sejalan dengan kebutuhan menjaga kohesi
sosial.'®

Tradisi hukum Romawi menampilkan tahap lanjut dalam rasionalisasi
hukum pidana. Norma dirumuskan melalui proses abstraksi dari praktik sosial.
Hukum diposisikan sebagai sistem yang dapat dianalisis secara logis.

16 R. Firmansyah dkk., “Justice Collaborator at a Legal Crossroads: An Analysis of
the Tension between Substantive Justice and Legal Certainty,” Sign Jurnal Hukum 7,
no. 1 (2025): him. 370.
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Konsistensi penerapan menjadi prinsip utama. Sanksi memperoleh legitimasi
dari struktur normatif yang sistematis. Pendekatan ini menghasilkan stabilitas
hukum jangka panjang.

Kekuatan hukum Romawi terletak pada kemampuannya mengorganisasi
norma secara hierarkis dan konseptual. Pengaturan pidana tidak bersifat
fragmentaris. Rasionalitas hukum diwujudkan melalui argumentasi dan
klasifikasi. Norma berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus alat
pengendalian. Hukum tidak bergantung pada figur personal. Struktur ini
memperkuat otonomi sistem hukum.

Pengembangan hukum Romawi tidak terpisah dari pendidikan hukum
yang terinstitusionalisasi. Transmisi doktrin berlangsung secara metodis.
Hubungan antara teori dan praktik menjadi sangat erat. Pendidikan menjaga
kesinambungan penalaran hukum. Konsistensi interpretasi memperkuat
legitimasi norma pidana. Model ini membentuk standar rasionalitas hukum
klasik. Berbeda secara mendasar, hukum Hindu membangun rasionalitas
hukum pidana melalui integrasi nilai sosial dan spiritual. Norma dipahami
sebagai bagian dari keteraturan kosmis. Sanksi diarahkan untuk memulihkan
keseimbangan sosial. Hukum tidak berdiri terpisah dari kewajiban moral
individu. Struktur ini menekankan harmoni daripada kepastian formal.
Rasionalitas hukum berakar pada keselarasan nilai.

Hukum Hindu memperlihatkan kemampuan adaptif terhadap perubahan
sosial. Norma berkembang mengikuti dinamika masyarakat tanpa kehilangan
prinsip dasarnya. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum tetap relevan. Sanksi
disesuaikan dengan konteks sosial. Evolusi norma menunjukkan karakter
hukum yang hidup. Rasionalitas hukum terjaga melalui kontinuitas nilai.

Perbandingan antara hukum Romawi dan hukum Hindu mengungkap
perbedaan paradigma rasionalitas. Tradisi Romawi menekankan sistematisasi
dan abstraksi. Tradisi Hindu menitikberatkan integrasi moral dan sosial.
Kedua pendekatan bertujuan menjaga ketertiban. Perbedaan sumber
legitimasi menjadi faktor pembeda utama. Analisis ini memperluas spektrum
pemahaman hukum pidana.'’

17G. Lee, “Reflections on the reasons for the unsuccessful codification of the English
criminal law: a comparison with the codification of the major colonies of the British
empire,” Wonkwang University Legal Research Institute 40, no. 1 (2024): hlm. 115.
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Rasionalitas awal hukum pidana juga dibentuk oleh refleksi filosofis
mengenai tujuan pemidanaan. Hukuman dipahami sebagai konsekuensi
normatif atas pelanggaran tanggung jawab sosial. Individu diposisikan
sebagai subjek moral. Sanksi menegaskan norma kolektif. Pemikiran ini
menandai pergeseran dari balas dendam. Rasionalitas hukum memperoleh
dasar etis. Tujuan pemidanaan dalam masyarakat kuno bersifat plural.
Pencegahan, pembalasan, dan pendidikan berjalan simultan. Hukum pidana
berfungsi pada berbagai lapisan sosial. Efek simbolik sanksi menjadi
pertimbangan penting. Rasionalitas hukum dibangun melalui keseimbangan
fungsi. Kompleksitas ini menunjukkan kedalaman pemikiran hukum awal.

Tradisi teologis turut membentuk rasionalitas hukum pidana. Norma
dipahami sebagai manifestasi nilai transenden. Kepatuhan menjadi elemen
sentral. Hukum memperoleh legitimasi moral. Sanksi berfungsi menjaga
ketertiban komunitas. Pendekatan ini memperkuat dimensi normatif hukum.
Dimensi kekuasaan tidak terpisahkan dari rasionalitas hukum pidana. Hukum
digunakan untuk mengatur dan membentuk masyarakat. Fungsi regulatif dan
politis berjalan bersamaan. Norma mencerminkan relasi kekuasaan.
Rasionalitas hukum bersifat kontekstual. Analisis ini menegaskan sifat sosial
hukum pidana.

Kondisi sosial dan ekonomi memengaruhi efektivitas hukum pidana.
Ketimpangan meningkatkan potensi pelanggaran. Hukum merespons melalui
pengaturan sanksi. Rasionalitas hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas
sosial. Pendekatan normatif murni menjadi tidak memadai. Analisis sosial
menjadi kebutuhan metodologis. Hukum pidana mencerminkan nilai yang
hidup dalam masyarakat. Norma tidak berdiri sebagai konstruksi abstrak
semata. Keberlakuan bergantung pada penerimaan sosial. Interaksi norma dan
realitas menjadi fokus utama. Perspektif ini mencegah reduksionisme.
Pendekatan holistik menjadi prasyarat analisis.

Kajian perbandingan hukum klasik memungkinkan identifikasi pola
umum. Pendekatan historis membuka asal-usul norma. Analisis teoritis
menjelaskan rasionalitas di balik perbedaan. Kombinasi keduanya
memperdalam kajian. Metode ini relevan bagi hukum pidana modern. Fungsi
perbandingan menjadi strategis. Konvergensi nilai hukum terlihat pada tujuan
menjaga ketertiban. Divergensi muncul pada sumber legitimasi. Kedua aspek
membentuk identitas sistem hukum. Pemahaman ini memperkaya diskursus
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pidana. Klaim universalitas norma menjadi problematis. Kesadaran pluralitas
menjadi hasil penting.

Tradisi hukum adat menunjukkan hukum tumbuh dari praktik lokal.
Norma berkembang melalui kebiasaan kolektif. Kedekatan hukum dan
komunitas menjadi ciri utama. Sanksi diarahkan pada pemulihan
keseimbangan. Pendekatan ini melengkapi hukum formal. Keberagaman
memperluas horizon perbandingan. Integrasi berbagai tradisi hukum
menimbulkan tantangan konseptual. Perbedaan nilai memerlukan seleksi
normatif. Perbandingan hukum berfungsi sebagai alat evaluasi. Proses ini
menguji kompatibilitas nilai. Rasionalitas hukum dibentuk melalui dialog.
Hasilnya memperkaya konstruksi norma.

Sejarah intelektual perbandingan hukum pidana menunjukkan
kontinuitas dan transformasi. Praktik kuno menyediakan fondasi konseptual.
Evolusi pemikiran mencerminkan dinamika sosial. Rasionalitas hukum
berkembang secara reflektif. Analisis historis mencegah ahistorisisme.
Perspektif ini penting bagi kajian lanjutan. Jadi bahwasannya praktik awal
perbandingan hukum sebagai fondasi metodologis hukum pidana. Tradisi
kuno memperkaya analisis kontemporer. Rasionalitas hukum terbentuk
melalui interaksi nilai dan masyarakat. Perbandingan memungkinkan
pembacaan kritis norma. Pendekatan ini menghubungkan sejarah dan teori.
Fungsi ini menjadi landasan pembahasan berikutnya.

B. PEMBENTUKAN TRADISI CIVIL LAW DAN COMMON LAW
Subbab sebelumnya menegaskan bahwa perbandingan hukum sejak awal

berfungsi sebagai alat memahami variasi rasionalitas normatif
antarmasyarakat. Tahap berikutnya memperlihatkan bagaimana variasi
tersebut mengkristal menjadi dua tradisi besar yang mengatur cara hukum
dirumuskan dan dijalankan. Civil Law dan Common Law bukan sekadar dua
“keluarga hukum”, melainkan dua arsitektur pengetahuan hukum. Arsitektur
itu menentukan sumber otoritas, teknik penalaran, serta posisi lembaga
peradilan dalam membentuk makna aturan. Perbedaan ini menjadi penting
karena hukum pidana sangat sensitif terhadap cara suatu sistem menegaskan
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kepastian sekaligus merespons perubahan sosial. Pembacaan historis-analitis
diperlukan agar perbedaan itu tidak direduksi menjadi stereotip institusional.'®

Tradisi Civil Law berakar pada warisan hukum Romawi yang
menekankan sistematisasi norma. Warisan tersebut berkembang menjadi
orientasi kodifikasi, yaitu upaya menyusun kaidah dalam teks yang terstruktur
dan dapat diakses. Kodifikasi memberi efek epistemik berupa penyederhanaan
rujukan, karena otoritas utama ditempatkan pada rumusan tertulis. Kejelasan
struktur mendorong prediktabilitas, sehingga warga dapat menakar
konsekuensi normatif dari tindakan. Kekuatan model ini terletak pada
stabilitas dan konsistensi, namun konsekuensinya sering berupa penyempitan
ruang improvisasi interpretatif. Dengan demikian, Civil Law membangun
kepastian melalui desain sistem, bukan melalui akumulasi putusan.

Civil Law memandang norma tertulis sebagai titik awal sekaligus batas
rujukan utama bagi penalaran hukum. Hakim diposisikan sebagai penafsir
yang bekerja di bawah kerangka kode, bukan sebagai perumus norma baru
melalui putusan. Struktur ini membentuk budaya kepatuhan pada teks dan
teknik argumentasi yang menekankan koherensi internal sistem. Penalaran
cenderung bergerak dari norma umum menuju penerapan pada peristiwa,
sehingga logika deduktif memperoleh peran dominan. Akibatnya, perubahan
sosial sering direspons melalui revisi, penataan ulang, atau pembaruan
kodifikasi. Orientasi tersebut menegaskan citra hukum sebagai bangunan
rasional yang dapat dirancang.

Dimensi filosofis Civil Law memperkuat gagasan bahwa kepastian
adalah prasyarat keadilan prosedural. Kepastian dipahami sebagai kondisi
yang memungkinkan perlakuan setara karena standar penerapan dibuat
seragam. Prinsip ini menciptakan harapan publik bahwa keputusan tidak
bergantung pada preferensi personal aparat. Pada saat yang sama, tuntutan
kepastian mendorong kebutuhan konseptualisasi yang ketat, seperti definisi,
kategorisasi, dan hierarki norma. Orientasi ini membuat sistem terlihat
tertutup namun stabil, sebab perubahan diproses melalui mekanisme yang
dikendalikan. Oleh karena itu, Civil Law menegaskan ketertiban melalui
desain normatif yang terencana.

18 M. Schauer, “Codification of Civil Law in Austria,” (2024): hlm. 472.
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Aspek prosedural Civil Law sering menempatkan pengadilan sebagai
aktor yang aktif mengelola pembuktian dan klarifikasi fakta. Peran aktif
tersebut bertujuan memastikan bahwa putusan mengikuti struktur norma
tertulis serta rekonstruksi peristiwa yang dianggap paling relevan. Model ini
menekankan pencarian kebenaran yang terarah oleh kerangka resmi, bukan
kontestasi penuh antar pihak. Konsekuensinya, posisi hakim menjadi sentral
dalam membentuk narasi fakta yang dapat “dipasang” pada norma.
Keunggulannya adalah kontrol proses yang relatif kuat, namun risikonya
berupa ketergantungan pada kualitas institusional dan integritas aparat. Pola
ini turut memengaruhi gaya penegakan hukum pidana pada tradisi Civi/ Law.

Penyebaran Civil Law terjadi melalui transmisi intelektual, kolonisasi,
dan adopsi institusional lintas wilayah. Proses penyebaran itu tidak
menghasilkan penyeragaman total karena setiap penerima memiliki struktur
sosial dan sumber norma lokal. Akibatnya, Civil Law sering hidup
berdampingan dengan tradisi lain dan mengalami adaptasi. Integrasi semacam
itu melahirkan pluralitas dalam cara norma dipahami dan diterapkan. Civil
Law tetap menjaga inti berupa kodifikasi, tetapi praktiknya dapat berlapis
akibat perjumpaan dengan norma lokal. Pola adaptasi ini menjadi kunci
membaca kompleksitas sistem hukum modern.

Tradisi Common Law berkembang dari praktik hukum Inggris yang
menekankan keseragaman melalui putusan pengadilan. Keseragaman tersebut
dibangun bukan dengan satu kode besar, melainkan dengan akumulasi
preseden yang terus diperbarui. Putusan terdahulu menjadi pedoman bagi
kasus berikutnya, sehingga hukum bergerak melalui kontinuitas argumentasi.
Sistem ini menempatkan pengadilan sebagai sumber produksi norma melalui
penyelesaian sengketa konkret. Penalaran Common Law cenderung bersifat
analogis, yakni menautkan kemiripan fakta dan alasan putusan untuk
membentuk kaidah. Dengan cara itu, Common Law menggabungkan stabilitas
dan adaptasi melalui mekanisme preseden.

Preseden menciptakan disiplin institusional karena hakim dituntut
menjaga konsistensi dengan alasan yang pernah diterima sebelumnya.
Konsistensi memberi prediktabilitas, tetapi prediktabilitasnya bersifat evolutif
karena preseden dapat dipertegas, dibedakan, atau disempurnakan. Ruang
diferensiasi ini memungkinkan hukum merespons perubahan sosial tanpa
menunggu pembaruan kodifikasi yang luas. Fleksibilitas tersebut menjadikan
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Reformasi hukum pidana yang berorientasi korban memperluas
parameter keadilan dari pelaku menuju relasi sosial yang rusak. Sejarah
menunjukkan bahwa sistem yang terlalu berpusat pada pelaku sering
mengabaikan kebutuhan pemulihan korban. Orientasi korban menuntut
mekanisme yang mengakui kerugian, menyediakan perlindungan, dan
menghindari reviktimisasi. Kebijakan seperti pemaafan korban dapat
dipertimbangkan sebagai instrumen korektif bila dirancang dengan standar
ketat. Risiko muncul ketika pemaafan berubah menjadi tekanan sosial
terhadap korban. Karena itu, pelajaran historis harus dipakai untuk
membangun pagar institusional yang melindungi pilihan korban.

Pendekatan historis memiliki keterbatasan bila digunakan secara mekanis
tanpa kritik. Perubahan teknologi, globalisasi, dan transformasi sosial dapat
membuat preseden historis kehilangan relevansi langsung. Ketergantungan
berlebihan pada sejarah dapat menghambat inovasi dan menunda respons
terhadap kriminalitas baru. Sejarah juga dapat menghasilkan penafsiran
sempit bila dipakai untuk membekukan norma masa lalu sebagai standar
absolut. Reformasi kontemporer harus menjaga jarak kritis terhadap
romantisasi tradisi. Dengan demikian, sejarah harus diperlakukan sebagai
sumber pelajaran yang dapat diuji, bukan sebagai otoritas final.*®

Keterbatasan lain muncul ketika pengalaman historis suatu negara
dipakai sebagai model universal bagi negara lain. Perbandingan menunjukkan
bahwa transplantasi kebijakan sering gagal karena perbedaan budaya,
institusi, dan struktur sosial. Reformasi yang meniru tanpa adaptasi biasanya
menghasilkan konflik implementasi. Pelajaran historis yang bermanfaat
adalah prinsip dan mekanisme, bukan bentuk institusi yang dipindahkan
secara mentah. Adaptasi memerlukan pemetaan kapasitas penegakan dan
kesiapan sosial. Karena itu, relevansi historis harus selalu dikaitkan dengan
analisis institusional yang realistis.

Sejarah perlu diimbangi dengan kesadaran global agar reformasi tidak
tertinggal dari perkembangan internasional. Norma internasional
menyediakan parameter minimal, tetapi tidak menggantikan kebutuhan desain
lokal yang legitimate. Reformasi yang berhasil menggabungkan pelajaran
historis, tuntutan hak, dan inovasi institusional ke dalam satu logika kebijakan.

28 D. Rimawan, F. Santiago, dan A. Budianto, “Legal Policy on Gambling Crime,”
Edunity Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan 2, no. 1 (2023): hlm.25
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gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas
Pancasakti Tegal pada tahun 2021 dan gelar Magister
Hukum (M.H.) bidang hukum pidana dari Universitas
Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2023. Sejak
tahun 2024, ia mengabdi sebagai dosen aparatur sipil

\ /) negara dan Asisten Profesor pada Fakultas Hukum
Universitas Cenderawasih, Jayapura. Di institusi tersebut, ia melaksanakan
kegiatan pengajaran dan penelitian di bidang hukum pidana, reformasi
peradilan pidana, serta interaksi antara hukum negara dan tatanan hukum adat
di Papua. Penelitiannya mengintegrasikan pendekatan doktrinal dan kritis
terhadap hukum pidana, dengan fokus pada isu-isu pertanggungjawaban
pidana, penalaran yudisial, serta batas-batas asas legalitas dalam praktik
peradilan kontemporer. la telah mempublikasikan karya ilmiah mengenai

pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang
dan jasa, pertanggungjawaban pidana notaris, penerapan asas ius contra legem
oleh pengadilan, serta kesesuaian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan
seksual terhadap anak dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum hak asasi
manusia internasional. Minat akademiknya yang lebih luas mencakup kajian
mengenai pidana mati dalam pemikiran hukum Islam, kebijakan penegakan
hukum anti-korupsi, serta peran mekanisme peradilan pidana adat dalam
masyarakat yang bercorak plural secara hukum. Ia merupakan penulis buku
Hukum Pidana Internasional dan Transformasi Sistem Pemasyarakatan
Pengganti Kepenjaraan di Indonesia. Karya-karyanya mencerminkan
komitmen berkelanjutan terhadap reformasi hukum pidana yang berorientasi
pada keadilan dan sensitif terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

302 | Perbandingan Hukum Pidana: Teori, Sistem, dan Transformasi Global



Nurul Chaerani Nur, S.H., M.H. adalah dosen
pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
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pada tahun 2012. Dalam kegiatan akademik,
penulis memfokuskan pengajaran dan kajian
keilmuan pada bidang Hukum Pidana, dengan
perhatian khusus pada isu perlindungan anak,
hukum pemasyarakatan, tindak pidana korupsi,
serta perkembangan kebijakan hukum pidana kontemporer. Selain itu, penulis
juga menaruh minat pada isu hukum lingkungan dan keterkaitannya dengan
prinsip keberlanjutan dan tata kelola yang berkeadilan. Penulis aktif
melakukan penelitian dan publikasi ilmiah pada berbagai jurnal nasional,
dengan topik yang meliputi perlindungan hukum dan pembinaan anak didik
pemasyarakatan, penerapan teknologi dalam penegakan hukum seperti e-

tilang, spesialisasi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta
pengembangan asas legalitas dalam hukum pidana. Karya-karyanya juga
mencakup kajian hukum lingkungan, demokrasi hijau, tindak pidana
lingkungan hidup, dan kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana dan
etika profesi, serta berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait
penguatan nilai-nilai Pancasila dan pendidikan karakter antikorupsi. Buku
bahan ajar ini merupakan wujud dedikasi penulis dalam mendukung
peningkatan kualitas pembelajaran hukum di perguruan tinggi melalui
integrasi antara teori, penelitian, dan praktik akademik. Penulis dapat
dihubungi melalui email: nrlchaerani@gmail.com.
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Buku ini membahas perbandingan sistem hukum pidana di berbagai negara untuk

memahami bagaimana hukum pidana dibentuk, dijalankan, dan dikembangkan.
Pembahasan dimulai dari perbedaan tradisi besar seperti civil law, common law, dan sistem
hukum Islam, termasuk cara masing-masing sistem memandang keadilan, kesalahan,
pembuktian, serta peran hakim dan aparat penegak hukum. Perbandingan ini menunjukkan
bahwa hukum pidana tidak hanya soal aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai,
budaya, dan struktur insfitusi.

Selanjutnya, buku ini menyoroti dinamika hukum pidana di era modern, terutama
akibat globalisasi, teknologi, dan kejahatan lintas negara. Isu seperti kejahatan siber,
korupsi, dan pelanggaran HAM mendorong negara-negara untuk menyesuaikan sistem
hukumnya. Di sini, perbandingan hukum pidana berperan penting untuk menilai efektivitas
kebijakan, risiko kegagalan transplantasi hukum, serta pentingnya perlindungan hak asasi
manusia dalam proses penegakan hukum.

Pada bagian akhir, buku ini menekankan relevansi perbandingan hukum pidana bagi
reformasi hukum pidana Indonesia. Dengan memahami pola konvergensi dan perbedaan ‘
antar sistem hukum dunia, Indonesia dapat merancang pembaruan hukum pidana yang
lebih adil, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perbandingan hukum pidana
dipandang sebagai alat strategis untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya pasti

secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan nilai kemanusiaan.
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